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Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen perkara, serta wawancara dengan jaksa, korban, dan tersangka. Data  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice telah dilaksanakan melalui tahapan penelitian syarat formil dan materiil, proses mediasi antara korban dan tersangka, serta penerbitan keputusan penghentian penuntutan. Penerapan tersebut mampu mewujudkan pemulihan kerugian korban, penyelesaian perkara yang lebih cepat dan sederhana, serta menciptakan keseimbangan sosial. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan administratif, psikologis, kultural, dan teknis yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi.
Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana Pencurian, Pemulihan Sosial, Penegakan Hukum.

Abstract:
This study aims to analyze the application of restorative justice in resolving theft cases. The research method used is empirical juridical with a qualitative approach. Data were obtained through case document studies and interviews with prosecutors, victims, and suspects. The results indicate that the application of restorative justice has been implemented through the stages of examining formal and material requirements, the mediation process between the victim and suspect, and the issuance of a decision to terminate prosecution. This implementation has been able to achieve restitution for victims' losses, faster and simpler case resolution, and foster social balance. However, in its implementation, there are still administrative, psychological, cultural, and technical barriers that affect the effectiveness of mediation. 
Keywords: Restorative Justice, Theft, Social Recovery, Law Enforcement.

A. PENDAHULUAN
Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini sering kali bergantung pada pendekatan retributif, yaitu pendekatan tersebut menekankan pemberian hukuman kepada pelaku sebagai balasan atas kejahatan yang mereka lakukan, cara ini memang bisa menciptakan efek jera bagi orang lain. Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pemulihan bagi korban dan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Banyak kasus pidana yang diselesaikan tanpa menyentuh sisi kemanusiaan, hak korban, serta tidak mengupayakan penyembuhan relasi sosial yang rusak akibat peristiwa pidana.
Sebagai respon terhadap keterbatasan pendekatan retributif, muncul lah mekanisme penyelesaian perkara alternatif yang dikenal sebagai restorative justice (keadilan restoratif), yakni penyelesaian pidana yang menekankan pada pemulihan keadaan seperti sebelum tindak pidana terjadi. Restorative justice menempatkan pelaku, korban, keluarga dan masyarakat dalam proses dialog untuk mencapai penyelesaian yang adil melalui pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan pengembalian harmoni sosial. Pendekatan ini tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan luka sosial, menghilangkan dendam, serta memberikan keadilan yang lebih manusiawi.
Sejumlah penelitian menyebut bahwa restorative justice dapat mengurangi beban perkara di pengadilan, mempercepat penyelesaian kasus, serta memberikan rasa keadilan yang lebih seimbang dibanding pemidanaan konvensional. Bahkan dalam konteks tindak pidana ringan seperti pencurian, pendekatan ini terbukti lebih efektif karena memberi ruang penyelesaian ganti rugi langsung kepada korban sehingga proses hukum tidak berlarut-larut. Penelitian lain juga menjelaskan bahwa restorative justice mampu memberikan pemulihan bagi korban sekaligus membantu mengurangi beban penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana. Namun, penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum mengarah pada kajian mendalam mengenai penerapannya pada jenis tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana pencurian.
Di wilayah Kota Makassar, penelitian mengenai efektivitas restorative justice dalam mengurangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memberikan penyelesaian yang lebih humanis, menekan tingkat pengulangan tindak pidana, serta memperkuat pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Selain itu, penelitian lain di Kota Makassar juga mengembangkan model pendampingan berbasis restorative justice untuk mengurangi tingkat residivisme, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial pelaku.
Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada efektivitas penerapan restorative justice dalam sistem peradilan anak maupun model pendampingan sosial, dan belum secara khusus mengkaji peran kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Makassar, dalam penerapan restorative justice pada tahap penuntutan perkara tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih spesifik mengenai pelaksanaan restorative justice pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Makassar.
Sementara itu, pelaksanaan restorative justice di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, seperti paradigma aparat penegak hukum yang masih fokus pada penghukuman, kurangnya pemahaman teknis mengenai prosedur mediasi penal (penyelesaian sengketa pidana diluar pengadilan), sulitnya memastikan bahwa kesepakatan damai benar-benar dilakukan secara sukarela, serta perbedaan standar pelaksanaan antar daerah dalam sistem penegakan hukum.  Kondisi tersebut menyebabkan penerapan restorative justice belum maksimal dan belum dapat menjamin pemulihan bagi semua pihak yang terlibat secara merata. Masalah ini menunjukkan bahwa kajian lebih spesifik mengenai efektivitas pelaksanaan restorative justice dalam jenis tindak pidana tertentu, termasuk pada tindak pidana pencurian di wilayah penegakan hukum tertentu.
Di sisi lain, kondisi pemasyarakatan di Indonesia menghadapi persoalan serius berupa kelebihan kapasitas (overcrowding). Data menunjukkan penghuni lapas dan rutan jauh melampaui kapasitas ideal sehingga menimbulkan tekanan anggaran dan risiko pelanggaran HAM.  Apabila seluruh tindak pidana  termasuk pencurian ringan tetap diarahkan pada pidana penjara, maka beban pemasyarakatan akan semakin berat. Dalam konteks tersebut, restorative justice dinilai relevan sebagai solusi struktural dalam sistem peradilan pidana. Termasuk di Kota Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar menangani banyak perkara pencurian sehingga sangat penting untuk menilai sejauh mana efektivitas penerapan keadilan restoratif diterapkan di tingkat penuntutan.
Urgensi ini semakin diperkuat dengan diberlakukannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberi kewenangan kepada Jaksa untuk menghentikan tuntutan apabila terdapat unsur pemulihan, ganti rugi, kesepakatan damai, serta pelaku bukan residivis. Regulasi ini menandai pergeseran paradigma penegakan hukum dari retributif menuju pemulihan (restoratif), meskipun pelaksanaanya tetap membutuhkan penguatan dari sisi teknis maupun pemahaman aparat.
Ayat ini menegaskan bahwa meskipun seseorang memiliki hak untuk menuntut balasan setimpal atas perbuatan jahat, namun memaafkan dan mencari perdamaian merupakan perbuatan yang lebih mulia disisi Allah. Prinsip inilah yang menjadi semangat dari konsep, yakni mengedepankan penyelesaian yang membawa pemulihan dan kedamaian, bukan semata-semata pembalasan.
Sebagai kasus nyata penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian, pada 15 September 2025 Kejaksaan Negeri Luwu Timur menghentikan penuntutan terhadap empat pemuda bernama NF (20), NHM (24), NHL (20), dan A (20) atas perkara pencurian tujuh ekor ayam milik LN (62) di Desa Ledu-ledu, walaupun hanya tiga ekor berhasil dibawa pulang karena empat ekor ayam terlepas saat perjalanan pulang. Perkara ini dihentikan berdasarkan Pasal 363 ayat (1) KUHP subsider Pasal 362 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, setelah kerugian yang ditaksir sekitar Rp1.500.000,00 telah diganti, tercapai perdamaian, dan pelaku bukan residivis.
Kemudian, pada 18 November 2025 Kejaksaan Negeri Luwu Utara juga menerapkan restorative justice dalam perkara pencurian handphone yang dilakukan oleh RC (18) terhadap MI (21) di Dusun Cakaruddu, Desa Minanga Tallu, dengan kerugian sebesar Rp2.000.000,00. Handphone tersebut dijual seharga Rp800.000,00 untuk kebutuhan hidup dan biaya mencari pekerjaan di Bone. Perkara ini dihentikan setelah adanya kesepakatan damai serta penggantian kerugian, dan pelaku dikenakan Pasal 362 KUHP.
Selanjutnya, pada 30 September 2025 Kejaksaan Negeri Bone menghentikan penuntutan terhadap AS (40) dalam perkara pencurian tabung gas elpiji 3 kg yang dilakukan dengan cara memanjat pagar SMP Negeri 4 Watampone, merusak CCTV kantin, dan menukarkan tabung tersebut dengan rokok, mie, dan sepiring nasi. Perkara ini dihentikan setelah korban PW (60) memaafkan, dan penyelesaian dilakukan melalui pemulihan sosial tanpa pemidanaan penjara, meskipun ada kerugian tambahan berupa perbaikan CCTV. Pelaku dikenakan Pasal 363 ayat (1) KUHP.
Ketiga kasus tersebut membuktikan bahwa konsep restorative justice telah diterapkan secara nyata dalam tindak pidana pencurian di Sulawesi Selatan, namun setiap kasus menunjukkan variasi yang berbeda baik dari segi konteks sosial pelaku, nilai kerugian, hingga mekanisme pemulihan, sehingga penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam khususnya pada Kejaksaan Negeri Makassar.
Dengan demikian, meskipun restorative justice telah diterapkan dalam perkara tindak pidana pencurian diberbagai wilayah, namun belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas dan hambatan penerapannya pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Makassar. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan analisis yuridis yang lebih mendalam terhadap pelaksanaan keadilan restoratif dalam lingkup penegakan hukum di wilayah tersebut.
B. METODE
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta dilapangan yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung. Penelitian hukum empiris sering dikonsepkan sebagai cara untuk meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan hukum dalam  hal penerapannya dilapangan agar dapat memperoleh data secara langsung. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih Lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Makassar Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang beralamat di Jl. Amanagappa No. 15. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat  langsung dalam proses restorative justice dan adapun sampel dalam penelitian ini adalah 1 Jaksa Penuntut Umum, 1 Kasubsi Pra Penuntutan Bidang Tindak Pidana Umum serta 2 pihak yang terlibat langsung dalam proses restorative justice yakni, 1 korban dan 1 pelaku  Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu : Wawancara, Kuisioner Metode analisis data yang digunakan adalah Metode pendekatan analisis data secara kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memudahkan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Setelah analisia data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian yang didapat kemudian ditarik kesimpulan yang akan merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
C. PEMBAHASAN
1. Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Pada Kejaksaan Negeri Makassar.
Pembuktian adalah langkah penting dalam penyelesaian kasus pidana yang dilakukan setelah penyelidikan. Pada tahap ini, fokusnya adalah membuktikan peristiwa yang dianggap sebagai tindakan pidana. Aturan mengenai sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh memberikan hukuman kecuali dengan minimal dua alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah. Hukum pembuktian sangat penting untuk menjaga asas presumption of innocence, yaitu anggapan tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang sah. Proses pembuktian harus dilakukan dengan teliti, objektif, dan sesuai asas legalitas untuk menjaga keadilan. Dengan demikian, hukum pembuktian berfungsi melindungi hak individu dan memastikan keputusan dalam sistem peradilan memiliki legitimasi yang kuat.	 Pengaturan mengenai hukum pembuktian dalam perkara pidana termuat dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang jenis alat bukti yang diakui secara sah, mekanisme pembuktian, serta hak dan kewajiban para pihak selama proses pembuktian berlangsung. Dalam Pasal 184 KUHAP ditegaskan bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ketentuan tersebut menjadi landasan yuridis bagi hakim dalam menilai dan menentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku[10]. Dalam perspektif hukum pembuktian pidana, alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
Kekuatan pembuktian sidik jari dalam penyelesaian perkara pidana dapat dikatakan kuat dan sah menurut hukum. Hal ini karena penggunaan sidik jari dapat dikaitkan dengan beberapa jenis alat bukti yang diakui dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu sebagai keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Sidik jari dapat menjadi keterangan ahli melalui penjelasan yang diberikan oleh ahli forensik atau petugas identifikasi mengenai hasil pemeriksaan dan pencocokan sidik jari. Hasil pemeriksaan tersebut juga dapat dituangkan dalam bentuk dokumen resmi atau berita acara pemeriksaan yang berkedudukan sebagai alat bukti surat. Lebih lanjut, temuan sidik jari di tempat kejadian perkara yang berkaitan dengan peristiwa pidana dapat membentuk petunjuk yang mengarah pada identitas pelaku. Dengan demikian, sidik jari memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sah dalam proses penyelesaian perkara pidana. Kedudukan sidik jari dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP baru dapat dianggap sebagai barang bukti. Sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara pada benda, kaca, senjata, atau kendaraan bisa dijadikan barang bukti fisik. Barang bukti mencakup benda yang berhubungan dengan tindak pidana. Sidik jari juga dianggap sebagai bukti elektronik karena bisa disimpan dan dianalisis secara digital. Data sidik jari dalam basis data kepolisian penting dalam proses peradilan pidana. Pengakuan sidik jari sebagai barang bukti dan bukti elektronik menunjukkan perluasan makna alat pembuktian sesuai kemajuan teknologi forensik. 
Di KUHAP lama, sidik jari tidak diatur jelas sebagai alat bukti tersendiri dan sering dianggap bagian dari bukti surat yang perlu keterangan ahli. Ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam praktik pembuktian. Dalam KUHAP baru, sidik jari mendapatkan status hukum yang lebih jelas, di mana sidik jari di lokasi kejadian dianggap barang bukti fisik, dan yang tersimpan secara digital sebagai bukti elektronik. KUHAP baru lebih adaptif dengan memberikan dasar hukum yang kuat untuk penggunaan sidik jari. 
Namun, efektivitas sidik jari dalam KUHAP baru juga bergantung pada kesiapan institusi penegak hukum, termasuk sarana, prasarana, dan kualitas sumber daya manusia. Secara keseluruhan, penggunaan sidik jari di KUHAP baru lebih efektif dibandingkan yang lama, tetapi membutuhkan dukungan implementasi yang optimal untuk menghindari masalah seperti kesalahan identifikasi dan keterbatasan teknologi. Dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang digunakan dalam KUHAP, hakim harus mendapatkan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Sidik jari adalah rangkaian garis pada permukaan kulit ujung jari, baik tangan kanan maupun kiri. Pola sidik jari diklasifikasikan menjadi tiga pola dasar: 
Sidik jari adalah bukti fisik yang bisa digunakan sebagai bukti permulaan dalam penyidikan. Bukti ini sangat berguna untuk identifikasi individu karena sidik jari bersifat khas dan permanen. Setiap orang memiliki pola sidik jari yang unik dan tidak berubah sepanjang hidup, sehingga sidik jari laten memiliki karakteristik individual yang membedakan setiap orang. Mekanisme penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) melibatkan penyidik Unit Identifikasi (INAFIS) dari Polrestabes Makassar yang melakukan proses identifikasi sidik jari dalam kasus tindak pidana, terutama pencurian. Kekuatan pembuktian sidik jari sangat tergantung pada penanganan awal di TKP dan kualitas sidik jari laten yang ditemukan. 
Penanganan TKP dimulai oleh pihak kepolisian di bagian SPK dengan pengamanan awal melalui Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP). TPTKP bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi perubahan atau kerusakan pada barang bukti sebelum dilakukan olah TKP oleh tim identifikasi. Jika pelaku tidak tertangkap atau identitasnya belum diketahui, penyidik akan bekerja sama dengan tim identifikasi untuk menemukan pelaku melalui sidik jari yang ditemukan di TKP. 
[13]Pencarian sidik jari laten dilakukan dengan menggunakan serbuk khusus di TKP. Jika tidak memungkinkan untuk diperiksa di lokasi, benda tersebut akan dibawa ke ruang identifikasi untuk pemeriksaan lanjutan. Dalam tahap ini, metode penguapan digunakan untuk menampilkan sidik jari yang menempel pada permukaan benda. Penyidik juga mengumpulkan informasi dari saksi di TKP dan mengambil sidik jari dari pihak yang dicurigai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KUHAP. Jika status quo di tempat kejadian perkara (TKP) tetap terjaga, tim INAFIS melakukan olah TKP secara sistematis yang meliputi pengamatan umum dan khusus, pemotretan, pencarian barang bukti, pengangkatan dan pengamanan barang bukti, serta dokumentasi akhir sebelum meninggalkan TKP. Dalam kasus pencurian, fokus utama adalah identifikasi sidik jari laten, yang dibandingkan dengan sidik jari pelaku melalui keterangan saksi dan arsip Kepolisian. 
Sidik jari laten adalah sidik jari yang tidak terlihat secara kasat mata dan memerlukan teknik khusus untuk memunculkannya, yang dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti penggunaan serbuk pada permukaan licin, bahan kimia seperti crystal violet untuk kertas, dan ninhydrin serta campuran perak nitrat untuk sidik jari permanen. Sidik jari dicari pada benda yang mungkin disentuh pelaku dan, jika ditemukan, akan dikembangkan dengan serbuk khusus agar pola sidik jari terlihat. Setelah itu, sidik jari diangkat menggunakan alat bantu untuk diamankan dan dianalisis lebih lanjut [14]. 
Selanjutnya, sidik jari yang berhasil dimunculkan didokumentasikan dan dibandingkan dengan sidik jari tersangka menggunakan sistem INAFIS Portable. Sistem ini mencari otomatis di database kependudukan, dan menampilkan kandidat berdasarkan kemiripan. Analisis detail dilakukan terhadap kandidat dengan nilai kecocokan tertinggi. Jika dinyatakan identik, hasil tersebut dapat digunakan untuk penyidikan lebih lanjut. Jika tidak identik, umumnya tidak diteruskan ke tahap berikutnya, kecuali untuk keperluan administratif. Kekuatan pembuktian sidik jari dalam kasus pencurian sangat kuat jika diperoleh melalui prosedur sah, menjaga keutuhan barang bukti, dan didukung dokumen pemeriksaan ahli. Jika sidik jari dinyatakan identik, alat bukti tersebut sangat kuat dalam kasus pencurian karena sidik jari unik bagi setiap orang. Hakim hampir tidak bisa meragukan hal ini, sehingga dapat dijadikan alat bukti di pengadilan, memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan..

2. Hambatan Serta Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Makassar.

Penerapan restorative justice pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Makassar meski berhasil, tetap menghadapi hambatan yang kompleks. Hambatan ini tidak hanya bersifat teknis atau administratif, tetapi juga psikologis dan kultural, yang dapat memengaruhi efektivitas mediasi serta kualitas pemulihan sosial dan psikologis korban maupun pelaku. Pemahaman yang mendalam terhadap hambatan ini penting untuk memastikan restorative justice tetap berjalan optimal dan sah secara hukum. Dalam praktiknya, dokumen seperti surat dakwaan, nota pendapat restorative justice, dan surat perdamaian harus diperiksa secara rinci agar seluruh persyaratan formil terpenuhi. Jika terjadi kekurangan dokumen, mediasi bisa tertunda, yang berdampak pada kepuasan korban dan kesiapan pelaku untuk berdamai. Oleh karena itu, prosedur administrasi yang baku, pendataan elektronik, dan dokumentasi lengkap menjadi sangat penting untuk mendukung keberhasilan restorative justice.
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kendala administratif ini bukan sekadar persoalan prosedural, tetapi juga memengaruhi persepsi korban tentang kredibilitas aparat hukum. Penanganan administrasi yang tertib memastikan bahwa restorative justice berjalan sah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hambatan psikologis muncul karena sifat sensitif dari proses restorative justice. Korban sering mengalami trauma, kekhawatiran, atau ketakutan akan keselamatan diri, sedangkan pelaku dapat merasa malu, cemas, atau takut ditolak masyarakat. Hambatan psikologis ini dapat memengaruhi kesiapan kedua pihak untuk berdialog secara terbuka, dan berpotensi menggagalkan mediasi jika tidak ditangani dengan hati-hati. Hambatan kultural dalam penerapan restorative justice berkaitan dengan cara pandang masyarakat terhadap penyelesaian hukum. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa suatu perkara hanya dianggap sah apabila diselesaikan melalui pengadilan formal. Pandangan tersebut dapat menimbulkan keraguan terhadap mekanisme restorative justice. Akibatnya, partisipasi korban dan pelaku dalam proses mediasi menjadi kurang optimal. Ibu Riyen Muliana Selaku Jaksa Menegaskan:  “Masyarakat harus memahami bahwa restorative justice tidak menggantikan hukum formal. Mediasi justru mengurangi konflik berlarut-larut dan menjaga harmoni sosial.” 
Hambatan kultural juga terkait dengan tradisi sosial dan Norma masyarakat yang cenderung memandang keadilan secara retributif dan juga menjadi hambatan dalam penerapan restorative justice. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum dan sosialisasi mengenai manfaat restorative justice kepada masyarakat. Selain itu, pendekatan persuasif kepada korban dan pelaku juga penting agar mereka memahami tujuan dan manfaat penyelesaian melalui mekanisme ini.  Dengan adanya edukasi yang tepat, masyarakat diharapkan dapat melihat restorative justice sebagai mekanisme yang sah dalam sistem hukum, yang tidak hanya memberikan rasa keadilan tetapi juga membantu memulihkan hubungan sosial dan kondisi psikologis para pihak. Pertama, keterbatasan fasilitas mediasi. Tidak semua kantor kejaksaan memiliki ruang khusus yang dirancang untuk proses dialog restoratif. Ruang mediasi idealnya bersifat netral, nyaman, dan menjamin privasi para pihak agar tercipta suasana kondusif. Apabila mediasi dilakukan di ruang kerja formal atau ruang yang terbuka, hal tersebut dapat memengaruhi kenyamanan psikologis korban maupun pelaku, sehingga proses dialog tidak berlangsung optimal. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia pendukung. Restorative justice idealnya melibatkan pendamping profesional, seperti penasihat hukum atau tenaga psikolog apabila diperlukan, terutama dalam perkara yang menimbulkan dampak emosional bagi korban. Namun dalam praktiknya, ketersediaan tenaga pendamping profesional sering kali terbatas, sehingga jaksa harus menjalankan peran fasilitator sekaligus mediator dengan kapasitas yang ada. Hal ini dapat meningkatkan beban kerja dan berpotensi memengaruhi kualitas mediasi apabila tidak didukung pelatihan yang memadai. Keempat, kendala teknis berupa pengaturan jadwal dan koordinasi antar pihak. Proses mediasi memerlukan kehadiran korban, pelaku, penasihat hukum (jika ada), serta aparat penegak hukum terkait. Perbedaan waktu, pekerjaan, atau kondisi psikologis para pihak sering menyebabkan penundaan pertemuan. Tanpa sistem pengingat atau manajemen jadwal yang terstruktur, proses restorative justice dapat berlangsung lebih lama dari yang direncanakan.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala teknis bukan semata-mata hambatan struktural, tetapi juga tantangan manajerial dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur mediasi, digitalisasi administrasi perkara, penyediaan ruang khusus restorative justice, serta peningkatan kapasitas jaksa melalui pelatihan mediasi dan manajemen konflik.
Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem pencatatan elektronik, arsip digital, dan pengingat jadwal berbasis sistem, dapat menjadi solusi strategis untuk meminimalkan kendala teknis. Dengan dukungan teknis yang memadai, proses restorative justice tidak hanya berjalan lebih efisien, tetapi juga lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

D. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penerapan restorative justice dalam perkara pencurian Pasal 362 KUHP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan evaluasi kelayakan perkara, mediasi antara korban dan tersangka, serta penerbitan keputusan penghentian penuntutan. Secara formil, perkara memenuhi syarat karena tersangka merupakan first offender, tindak pidana tergolong ringan dan tanpa kekerasan, serta ancaman pidana berada dalam batas yang diperkenankan. Secara materiil, telah terjadi pemulihan nyata melalui pengembalian barang bukti, penggantian kerugian tambahan, serta kesepakatan perdamaian yang dilakukan secara sukarela. Proses ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghasilkan pemulihan sosial dan psikologis bagi korban dan pelaku, sehingga tujuan keadilan restoratif tercapai secara substantif. Dalam pelaksanaannya, restorative justice masih menghadapi beberapa hambatan, yaitu kendala administratif berupa kelengkapan dan verifikasi dokumen, hambatan psikologis berupa trauma korban dan kecemasan pelaku, hambatan kultural berupa persepsi masyarakat yang masih mengutamakan penyelesaian melalui persidangan formal, serta kendala teknis berupa keterbatasan fasilitas mediasi, sistem dokumentasi, sumber daya pendamping, dan koordinasi antar pihak. Namun demikian, melalui pendampingan jaksa sebagai fasilitator, dokumentasi yang akuntabel, serta koordinasi lintas instansi, hambatan tersebut dapat dikelola sehingga proses tetap berjalan efektif, sah secara hukum, dan legitimate secara sosial.
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